BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang :a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas
ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;

b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi,
daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu
sehubungan dengan wabah Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta
dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan
insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan
dampak virus corona dimaksud,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak
Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten
Tulungagung;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan :

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
Nomor 2 Seri D).

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.
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10.

11.

12.

13.

14.

18,
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Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Perangkat Daerah yang berwenang
memungut Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya
termasuk jasa boga/catering.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang
harus dibayar.
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16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang ditetapkan.

17. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah bukti data SPTPD
dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan
oleh Bapenda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
PELAKSANAAN INSENTIF PAJAK

Pasal 2

(1) Insentif Pajak dalam rangka mengurangi dampak wabah
COVID-19 di bidang ekonomi diberikan kepada:

a. Wajib Pajak Hotel; dan
b. Wajib Pajak Restoran.

(2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pembebasan kewajiban pembayaran Pajak Hotel dan Pajak
Restoran atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan
restoran.

(3) Dalam hal wajib pajak tetap mengenakan pajak atas layanan
yang diberikan kepada subyek pajak, maka pajaknya harus
tetap disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan perpajakan
daerah.

(4) Pelaksanaan insentif pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dilaporkan dengan menggunakan media
SPTPD secara manual atau menggunakan e-SPTPD melalui
website http:/ /esptpd.tulungagung.go.id.

Pasal 3

Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Tahun Pajak
2020 masa pajak Bulan April sampai dengan Bulan Juni.

BAB III
PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1) Petugas Pemungut Pajak pada Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak
dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal pada saat Pemeriksaan Pajak didapatkan wajib
pajak tetap mengenakan pajak atas layanan yang diberikan
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kepada subjek pajak, maka Kepala Bapenda dapat
menerbitkan SKPDKB/SKPDKBT.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulgingagung

Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 37



